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Abstract 
This thesis discusses the strategy of the police in tackling the crime of illegal mining under 
article 158 of Law No. 4 of 2009 on mineral and coal mining (in studies Ketapang district). 
This research was conducted using the method of normative juridical research with 
conclusions: Tin mining without permission in Ketapang generally occur in Sub Matan South 
Downstream, District tumbles Titi, District Sandai, District Upper River, and the District of 
Karimata Island. The offense is usually done by people around the mine site, which is in 
need of money to meet the needs of everyday life. existence of the investigation techniques, 
lead investigator could not obtain evidence regarding the number of actors while tin mine, 
modus operandi, the tools used, the presence of tin container, and so forth. While the 
investigation process has been done investigator of Criminal Police Ketapang, according to 
the provisions contained in the response KUHAP.Strategi kususnya criminal offense of 
illegal mining tin mining without license by the Police Kepatang in their jurisdiction using 
kamtibmas coaching strategy pattern consisting of pre-emptive action, and preventive and 
enforcement strategies to implement repressive activities involving the whole strengthening 
the Police and relevant agencies, as well as apply for the operating budget to Pemda.Saran 
in this thesis are: Ketapang District Police Chief investigator should include the Unit IV of 
Criminal Police Tipiter Ketapang, in vocational education and training regarding illegal 
criminal acts minning. Police leadership should be coordinated with the Government 
Ketapang Ketapang District, in the case of procurement of jobs, especially for people who 
have been the tin miners without permission. With these efforts, the community will have a 
new profession that no longer conduct mining activities, which can be detrimental to the 
region's financial, environmental damage and lead to potential accidents should Ketapang 
Police timah.Pimpinan mine should coordinate with the Government of Ketapang and local 
Mining Office, to perform extension activities regularly in a number of locations that are 
prone to tin mining without permission. The existence of such extension aims to raise 
awareness for the community, so that no illegal tin mine and comply with a number of 
regulations to carry out mining activities in accordance with procedures applicable 
 
 
 
 
Abstrak 
Tesis ini membahas strategi polri dalam menanggulangi tindak pidana illegal mining 
berdasarkan pasal 158 undang-undang nomor  4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral 
dan batubara (studi di kabupaten ketapang). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif dengan kesimpulan : Penambangan timah tanpa ijin di Kabupaten 
Ketapang umumnya terjadi di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Tumbang Titi, 
Kecamatan Sandai, Kecamatan Hulu Sungai, dan Kecamatan Pulau Karimata. Tindak 
pidana tersebut biasanya dilakukan oleh warga sekitar lokasi tambang, yang membutuhkan 
uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Upaya-Upaya penanggulangan 
tindak pidana Illegal mining  kasus penambangan timah tanpa ijin melalui penyelidikan 
belum optimal dilakukan Satuan Reskrim Polres Ketapang, dimana penyidik hanya mampu 
mengamati terjadinya tindak pidana tersebut di luar lokasi tambang, bukan di saat para 
penambang sedang melakukan aktivitas menambang untuk mendapatkan bijih timah. 
Kondisi ini mengakibatkan penyidik hanya menunggu dan mencari para pelaku yang keluar 
dari lokasi tambang membawa timah-timah hasil penambangan tanpa ijin. Adanya teknik 
penyelidikan tersebut, menyebabkan penyidik tidak bisa memperoleh bukti-bukti mengenai 
jumlah pelaku saat menambang timah, modus operandinya, alat-alat yang digunakan, 
keberadaan penampung timah, dan lain sebagainya. Sedangkan proses penyidikan sudah 
dilakukan penyidik Satuan Reskrim Polres Ketapang, sesuai ketentuan yang terdapat pada 
KUHAP.Strategi penanggulangan tindak pidana illegal mining kususnya Penambangan 
timah tanpa Izin oleh Polres Kepatang di wilayah hukumnya dengan menggunakan pola 
strategi pembinaan kamtibmas yang terdiri dari kegiatan pre-emtif, dan preventif serta 
strategi penegakan hukum dengan melaksanakan kegiatan represif dengan melibatkan 
seluruh perkuatan Polres dan instansi terkait, serta mengajukan permohonan bantuan 
anggaran operasi ke Pemda.Saran dalam penulisan tesis ini adalah:Pimpinan Polres 
Ketapang hendaknya mengikutsertakan penyidik pada Unit IV Tipiter Satuan Reskrim Polres 
Ketapang, dalam pendidikan kejuruan dan pelatihan mengenai tindak pidana illegal minning. 
Pimpinan Polres Ketapang hendaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten 
Ketapang, dalam hal pengadaan lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat yang 
selama ini menjadi penambang timah tanpa ijin. Dengan adanya upaya tersebut maka 
masyarakat akan memiliki profesi baru sehingga tidak lagi melakukan aktivitas 
penambangan, yang dapat merugikan keuangan daerah, kerusakan lingkungan serta 
menimbulkan potensi terjadinya kecelakaan tambang timah.Pimpinan Polres Ketapang 
hendaknya hendaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Dinas 
Pertambangan setempat, untuk  melakukan kegiatan penyuluhan secara rutin di sejumlah 
lokasi yang rawan penambangan timah tanpa ijin. Adanya penyuluhan tersebut bertujuan 
untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat, agar tidak menambang timah secara 
illegal dan mematuhi sejumlah peraturan untuk melakukan aktivitas penambangan sesuai 
prosedur yang berlaku 
  
A. Latar Belakang Masalah 
Lahirnya hukum pertambangan selama ini adalah tidak terlepas dari 
ideologi hak menguasai negara yang dianut pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 
yang menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan 
rakyat”. 
Terkait dengan pengaturan mengenai pertambangan dibentuk Undang-
Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Pertambangan. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan berbagai 
kebijakan pemerintah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diganti dengan 
dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor  22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 
Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara.  
Indonesia secara geografis terletak di Samudera yaitu Samudara Hindia 
dan Pasifik, dan menghubungkan benua Asia dan Australia. Sebagai negara 
kepulauan maka Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi, 
khususnya dari sektor pertambangan. Berdasarkan data dari United State 
Geological Survey (USGS), Indonesia menduduki posisi ke-6 (enam) sebagai 
negara yang kaya sektor pertambangannya1. Berdasarkan data dari Bank 
Indonesia (BI) bahwa penerimaan negara dari sektor pertambangan tahun 2010 
sebesar 3,4% dan tahun 2011 naik 26,9% atau sekitar Rp 16,5 triliun. Selain itu 
sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan masih akan tumbuh positif di 
kisaran 3,2%-3,7%2. Kondisi tersebut mencerminkan kayanya sumber daya alam 
Indonesia, yang dapat mendukung perekonomian nasional, memperluas 
kesempatan kerja, melakukan penganekaragaman produk pertambangan dan 
meningkatkan penyediaan kebutuhan bahan baku untuk industri dalam negeri. 
                                                          
1
 Hermawan Susanto, blog.unsri.ac.id, Sektor Pertambangan Indonesia Di Mata Dunia, 
Jakarta, 2 Februari 2010, hal. 4. 
2
 Gurta Hapsari, www.detik.com, Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dari Sektor Pertambangan, 
Jakarta: 8 November 2010, hal. 2. 
Salah satu sektor pertambangan yang memiliki kandungan sumber daya 
mineral cukup besar adalah timah. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan 
pada illegal mining dalam bentuk pertambangan timah khususnya timah hitam. 
Berdasarkan data USGS bahwa Indonesia menduduki posisi ke 5 (lima) 
sebagai negara yang memiliki cadangan timah terbesar sebanyak 8,1% dari 
cadangan timah di dunia. Secara geologis, sumber timah merupakan satu 
kesatuan dengan jalur timah di Asia Tenggara, yang membentang mulai dari 
selatan Cina, Thailand, Birma, Malaysia hingga Indonesia3. Salah satu daerah 
penghasil timah di Indonesia adalah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.  
Kabupaten Ketapang merupakan satu-satunya daerah yang memiliki 
potensi timah di Pulau Kalimantan, karena jenis bahan galiannya memiliki 
kesamaan unsur dengan Provinsi Bangka Belitung, sebagai daerah penghasil 
timah terbesar di Indonesia. Kabupaten ini dikenal dengan kandungan timah 
hitam (timbal) atau yang lebih dikenal Puyak Hitam, sehingga banyak diminati 
oleh sejumlah industri untuk dijadikan bahan baku produksi. Adapun wilayah 
yang memiliki kandungan timah hitam cukup besar di Kabupaten Ketapang 
adalah Kecamatan Matan Hilir Selatan (Pesaguan), Tumbang Titi dan 
Kecamatan Kendawangan. Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi 
Kabupaten Ketapang disebutkan bahwa produksi timah hitam mencapai 44.495 
ton per tahun atau senilai Rp 600 miliar lebih, yang dihasilkan dari sejumlah 
perusahaan penambangan timah4.  
Tingginya potensi kandungan timah di Kabupaten Ketapang, dapat 
memberikan manfaat bagi peningkatan sektor perekonomian, pendapatan 
daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain juga memberikan 
peluang terjadinya penambangan timah tanpa ijin (Illegal Mining). Dalam Pasal 
35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa, “Usaha pertambangan 
dilaksanakan dalam bentuk Ijin Usaha Pertambangan (IUP)”. Selanjutnya dalam 
Pasal 36 juga dinyatakan bahwa, “IUP terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu IUP 
Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan) serta IUP 
Operasi Produksi (kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan 
                                                          
3
 Hermawan Susanto, blog.unsri.ac.id, 2010,  Op.Cit., hal. 4. 
4
 Cahyo Herianto, www.okezone.com, Timah di Ketapang, Kalimantan Barat, 25 Agustus 
2010, hal.  2. 
pemurnian serta pengangkutan dan penjualan)”. Terkait dengan ketentuan 
tersebut, maka penambangan timah tanpa ijin merupakan salah satu bentuk 
tindak pidana, yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
Kepala Dinas Pertambangan dan Mineral Kabupaten Ketapang, Ismet 
Siswadi, mengatakan bahwa terjadinya penambangan timah tanpa ijin di 
Kabupaten Ketapang bermula saat masyarakat penambang mengetahui bahwa 
timah memiliki harga tinggi di pasaran, sehingga mereka mengabaikan hasil 
tambang lainnya yang sesuai ijin penambangan. Awal mulanya masyarakat 
hanya menambang silicone, namun ketika mengetahui timah bernilai ekonomis 
tinggi, maka mereka mulai beralih menambang timah tanpa ijin resmi. Para 
pelaku biasanya membawa timah hasil penambangan tanpa ijin keluar 
Kabupaten Ketapang dengan menggunakan kapal laut. Atas kondisi itulah maka 
mulai terjadi praktek penambangan timah tanpa ijin di Kabupaten Ketapang5. 
Di Kabupaten Ketapang terdapat adanya sejumlah lokasi yang rawan 
terhadap terjadinya penambangan timah tanpa ijin, yaitu Batu Menangis, Rauk, 
Cengkareng dan Sungai Tanam di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan 
Tumbang Titi dan Kecamatan Kendawangan6. Namun tidak tertutup 
kemungkinan di daerah lain terjadi tindak pidana tersebut, sehingga dapat 
menimbulkan kerugian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 
Ketapang. Umumnya pelaku tindak pidana tersebut adalah masyarakat yang 
sehari-hari berprofesi sebagai penambang liar guna memenuhi kebutuhan 
hidupnya sehari-hari. Adapun modus penambangan timah tanpa ijin dilakukan 
secara berkelompok di sejumlah lokasi tambang, dengan menggunakan 
peralatan tradisional berupa cangkul, mesin penyedot tanah dan saringan. 
Biasanya hasil timah dari menambang tersebut dijual kepada pengusaha dengan 
harga tinggi. 
Dengan kondisi seperti tersebut di atas, maka dibutuhkan adanya upaya 
terpadu dari berbagai pihak dalam menangani penambangan timah tanpa ijin, 
salah satunya oleh Polres Ketapang. Upaya yang dilakukan Polres Ketapang 
merupakan pencerminan satu dari sepuluh program prioritas Kapolri dalam 
                                                          
5
 Tria Amelia Agustari, www.borneotribune.com, Mafia Puyak Hitam Di Kabupaten Ketapang, 
Kalimantan Barat, 5 Desember 2010, hal. 1. 
6
 Dadan Gunawan, www.pontianakpost.com, Izin Tambang Zirkon, Dikeruk Timah Hitam, 
Kalimantan Barat: 14 Juli 2010, hal. 3. 
mendorong terwujudnya pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap Polri. Agar pelaksanaan sepuluh program prioritas berjalan 
dengan efektif dan mencapai sasaran, maka pelaksanaannya dibagi ke dalam 
tahapan jangka waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Pentahapan 
tersebut sesuai dengan tingkat prioritas berdasarkan tingkatan manfaat dan 
perhatian masyarakat, di mana khusus penanggulangan penambangan tanpa ijin 
dilakukan pada tahap satu mulai November 2010 sampai dengan Januari 20117. 
Pengungkapan kasus penambangan timah tanpa ijin dapat dilakukan 
Polres Ketapang dengan mengedepankan fungsi Satuan Reskrim, dalam 
melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan8. Kegiatan tersebut merupakan 
salah satu pencerminan tugas pokok Polri yang diatur pada Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
yang menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah, “Memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. 
Strategi Polri (Polres Ketapang) dalam menanggulangi tindak pidana 
illegal mining sebagai bagian dari penegakan hukum harus dapat dilaksanakan 
guna mewujudkan situasi kondusif bagi masyarakat dari terjadinya penambangan 
timah tanpa ijin di wilayah hukumnya. Penegakan hukum sebagai salah satu 
tugas pokok Polri dapat bersifat secara represif maupun preventif, dan kedua-
duanya harus dapat dilaksanakan anggota Polri guna mewujudkan situasi 
kondusif bagi masyarakat. Penegakan hukum pidana secara represif merupakan 
suatu proses yang berlangsung apabila terjadi pelanggaran terharap aturan 
pidana. Sedangkan upaya penegakan hukum secara preventif merupakan usaha 
yang terkoordinir, dan bertujuan mencegah agar tingkah laku kriminal tidak terjadi 
kembali9. Proses penegakan hukum akan mewujudkan rasa keadilan dan 
kepastian hukum bagi masyarakat, apabila struktur dan budaya hukum dapat 
                                                          
7
 Junawar Bahruddin, www.polmas.wordpress.com, Reformasi Polri, Jakarta: 11 Oktober 
2010, hal. 3. 
8
 Berdasarkan KUHAP penyelidikan adalah, “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.  
Sedangkan penyidikan adalah, “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. 
9
 Anton Tabah, 1998. Reformasi Kepolisian, Pakar Menjawab: Polri Harus Otonom dan 
Terpisah Dari ABRI, Klaten, CV. Sahabat, hal. 90. 
diaplikasikan secara terpadu. Oleh karena itulah apabila hukum diterapkan 
secara konsisten, konsekuen dan terpadu antara sub sistemnya, maka dapat 
memudahkan Polres Ketapang untuk mengetahui keberhasilan maupun 
kegagalan penerapan hukum dalam mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat 
dari terjadinya penambangan timah tanpa ijin di wilayah hukumnya. 
Strategi Polri dalam menanggulangi tindak pidana illegal mining di 
Kabupaten Ketapang salah satunya didasarkan pada Pasal 158 Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang 
menyatakan: “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, 
IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 
48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. 
Selain itu polisi juga mendapatkan kepercayaan untuk menciptakan 
keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dapat mendukung peningkatan 
pengungkapan kasus penambangan timah tanpa ijin dengan cara melaksanakan 
kegiatan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan fungsi Kepolisian yang 
diemban oleh Satuan Reskrim Polres Ketapang. Namun pada kenyataannya 
pengungkapan kasus yang dilakukan Satuan Reskrim Polres Ketapang terhadap 
penambangan timah tanpa ijin, masih belum sesuai harapan maupun kepuasan 
masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan masih adanya sejumlah kendala dalam 
pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, baik secara internal maupun 
eksternal. Hambatan internal mencakup, minimnya jumlah personil Satuan 
Reskrim Polres Ketapang dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak 
sebanding dengan luas Kabupaten Ketapang yang kaya akan sumber daya alam 
berupa timah, masih banyaknya penyidik yang belum mendapatkan pendidikan 
kejuruan mengenai pengungkapan kasus terhadap penambangan tanpa ijin 
sehingga berpengaruh pada kemampuannya di lapangan, terbatasnya sarana 
dan prasarana, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal meliputi 
lemahnya koordinasi yang terjalin antara Satuan Reskrim Polres Ketapang 
dengan sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Pertambangan maupun tokoh 
masyarakat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk tidak menambang 
timah tanpa ijin, dan faktor ekonomi masyarakat yang bergantung dari 
penambangan timah tanpa ijin. Adanya kendala tersebut dapat menyebabkan 
pengungkapan kasus menjadi tidak optimal, sehingga aktivitas penambangan 
timah tanpa ijin terus terjadi di Kabupaten Ketapang.  
uraian di atas menarik minat penulis untuk melakukan penelitian lebih 
lanjut dalam bentuk tesis dengan judul: Strategi Polri dalam menanggulangi 
tindak pidana illegal mining berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor  
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Di 
Kabupaten Ketapang). 
 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan 
masalah penelitian sebagai berikut: 
a. Bagaimana upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana illegal mining 
berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan batubara di Kabupaten Ketapang pada saat ini? 
b. Bagaimana seharusnya strategi penanggulangan tindak pidana illegal mining 
berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan batubara di Kabupaten Ketapang di masa yang 
akan datang? 
 
BAB II 
PEMBAHASAN 
 
2. Gambaran Kasus Penambangan Timah Tanpa Ijin Di Kabupaten Ketapang 
Ketapang merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang 
memiliki kandungan timah cukup besar, karena jenis bahan galiannya memiliki 
kesamaan unsur dengan propinsi Bangka Belitung, sebagai daerah penghasil 
timah terbesar di Indonesia. Kabupaten ini dikenal dengan kandungan timah 
hitam (timbal) atau yang lebih dikenal Puyak Hitam, sehingga diminati oleh 
sejumlah industri untuk dijadikan bahan baku produksi. Terkait dengan hal ini 
maka Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang, dalam 
wawancaranya dengan penulis mengatakan bahwa: 
 
Kalau mau kita lihat bahwa potensi timah di Kabupaten Ketapang sangat 
bagus jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Kalimantan Barat, bahkan 
bisa dibilang hampir menyamai propinsi Bangka Belitung. Kondisi tersebut 
tentunya sangat menguntungkan kabupaten ini, mengingat kehadiran timah 
dapat mendorong perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Biasanya 
timah yang dikenal adalah timah hitam atau orang lokal menyebutnya Puyak 
Hitam. Dari data yang kita peroleh maka untuk setahunnya saja produksi 
timah bisa mencapai ribuan ton atau senilai ratusan miliar lebih, sehingga jika 
dikelola dengan baik tentunya dapat meningkatkan ptimahukan bagi 
Pemerintah Kabupaten Ketapang (Wawancara dengan Eko Harfiyanto, 
tanggal 4 Februari 2012). 
Hingga saat ini terdapat 26 perusahaan yang mendapatkan IUP untuk 
mengelola timah di Kabupaten Ketapang, dimana untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini: 
 
Tabel 5 
Perusahaan Pemilik IUP Operasi Produksi 
Bahan Galian Timah Di Kabupaten Ketapang 
 
No 
 
 
Perusahaan  
 
Lokasi 
 
Luas (Ha) 
1 CV Ligat Akses Kec. Matan Hilir Selatan   197 Ha 
2 PT. Joppa Central Jaya Kec. Tumbang Titi 195.8 Ha 
3 PT. Sumber Kalbar Lestari Kec. Tumbang Titi 196.7 Ha 
4 PT. Biutak Jaya Bersama Kec. Tumbang Titi 192.5 Ha 
5 PT. Alam Perdana Zircon Kec. Tumbang Titi 195.8 Ha 
6 PT. Cahaya Mandiri Lestari Kec. Matan Hilir Selatan    170 Ha 
7 PT. Joppa Central Jaya Kec. Matan Hilir Selatan    182 Ha 
 Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang, Tahun 2013 
 
Berdasarkan data di atas maka sampai pada akhir tahun 2011, jumlah 
perusahaan pemilik IUP resmi untuk kegiatan produksi kandungan timah di 
Kabupaten Ketapang sebanyak 7 (tujuh) buah. Umumnya lokasi penambangan 
di Kecamatan Tumbang Titi dan Kecamatan Matan Hilir Selatan, dengan luas 
wilayah 170 Hektare (Ha) sampai dengan 197 Ha. Selain itu terdapat juga 19 
perusahaan pemilik IUP untuk ijin eksplorasi kandungan timah di Kabupaten 
Ketapang, dimana untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini: 
 
Tabel 6 
Perusahaan Pemilik IUP Eksplorasi 
Bahan Galian Timah Di Kabupaten Ketapang 
 
No 
 
 
Perusahaan  
 
Lokasi 
 
Luas (Ha) 
1 PT. Ketapang Putra I Kec. Matan Hilir Selatan 11.980 Ha 
2 PT. Ketapang Putra II Kec. Kendawangan 21.970 Ha 
3 PT. Ketapang Makmur Kec. Tumbang Titi 22.480 Ha 
4 PT. Pasir Mas Putih I Kec. Sandai   2.023 Ha 
5 PT. Pasir Mas Putih II Kec. Kendawangan   6.855 Ha 
6 PT. Jalin Inti Kec. Matan Hilir Selatan   2.011 Ha 
7 PT. Berkat Bumi Kec. Matan Hilir Selatan 22.950 Ha 
8 PT. Borneo Coal Energy Kec. Matan Hilir Selatan 23.070 Ha 
9 PT. Lahan Makmur Kec. Nanga Tayap 16.180 Ha 
10 PT. Elang Matan Aman I Kec. Kendawangan 34.550 Ha 
11 PT. Elang Matan Aman II Kec. Kendawangan   6.525 Ha 
12 PT. Batu Alam Pangsuma Kec. Tumbang Titi   3.601 Ha 
13 PT. Mineral Persada Kec. Jelai Hulu   5.149 Ha 
14 PT. Sumber Kalbar Kec. Tumbang Titi  1.019 Ha 
15 PT. Jalin Terpadu Kec. Matan Hilir Selatan  7.901 Ha 
16 PT. Tiga Daya Utama I Kec. Matan Hilir Selatan  4.180 Ha 
17 PT. Tiga Daya Utama II Kec. Sei Melayu Rayak  2.958 Ha 
18 PT. Biutak Jaya Bersatu Kec. Matan Hilir Selatan  4.974 Ha 
19 PT. Bumi Palong Kec. Matan Hilir Selatan  8.915 Ha 
 Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang, Tahun 2012 
Dari tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa kegiatan eksplorasi pada 
kandungan timah di Kabupaten Ketapang, hingga akhir tahun 2011 dilakukan 
oleh 19 perusahaan pemilik IUP resmi. Aktivitas penambangan dilakukan di 
sejumlah daerah seperti Kecamatan Kendawangan, Tumbang Titi, Sandai, Jelai 
Hulu, Sei Melayu Rayak, Nanga Tayap dan Kecamatan Matan Hilir Selatan. 
Luas lokasi eksplorasi bahan galian timah juga termasuk luas, hingga mencapai 
ribuan hektar.  
Atas dasar inilah maka tingginya potensi timah di Kabupaten Ketapang, 
mendorong sejumlah perusahaan untuk melakukan operasi produksi ataupun 
eksplorasi. Salah satu persyaratan agar bisa memanfaatkan sumber daya alam 
tersebut adalah, memiliki IUP resmi sesuai dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba. Terkait dengan hal ini maka 
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang mengatakan: 
Pemberian IUP resmi terhadap sejumlah perusahaan yang hendak 
menambang timah, harus sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba. Dalam aturan tersebut disebutkan 
bahwa yang memberikan ijinnya adalah Bupati, berdasarkan sejumlah 
kriteria-kriteria yang sebelumnya sudah diatur. Misalkan harus membuat 
perusahaan berbadan hukum, menentukan lokasinya setelah diuji Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), luas area yang nantinya akan 
digunakan menambang, rencana untuk memberdayakan masyarakat sekitar, 
dan lain sebagainya. Oleh karena itulah dengan adanya IUP tersebut, maka 
suatu perusahaan telah resmi menambang timah berdasarkan area yang 
sudah ditentukan tersebut (Wawancara dengan Eko Harfiyanto, tanggal 4 
Februari 2012). 
 
Dari hasil wawancara di atas maka sebelum melakukan penambangan 
timah maka suatu perusahaan harus memiliki IUP resmi, yang ijinnya diperoleh 
dari Bupati Ketapang setelah memenuhi sejumlah persyaratan yang sudah 
ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 
Tentang Minerba. Terkait dengan hal ini maka Kepala Dinas Pertambangan dan 
Energi Kabupaten Ketapang dalam wawancaranya mengatakan: 
Jadi setiap perusahaan harus mampu menentukan skala prioritasnya, apakah 
melakukan eksplorasi atau ijin produksi, sehingga memiliki IUP yang berbeda-
beda. Hal tersebut secara jelas sudah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, dimana IUP 
terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP 
Eksplorasi mencakup kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi 
kelayakan terhadap kandungan timah yang nantinya akan digali. Sedangkan 
IUP Operasi Produksi terdiri atas kegiatan konstruksi, penambangan, 
pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Dengan 
adanya IUP tersebut maka aktivitas penambangan timah sudah legal 
dilakukan oleh perusahaan (Wawancara dengan Eko Harfiyanto, tanggal 4 
Februari 2012). 
 
Namun selain perusahaan resmi di atas maka aktivitas penambangan 
timah ternyata juga dilakukan oleh para penambang liar, seperti sejumlah 
perusahaan yang tidak memiliki IUP secara resmi, perusahaan yang melakukan 
penambangan di luar lokasi ijinnya, dan masyarakat yang sengaja menambang 
timah di lahannya tanpa ada ijin resmi dari Bupati Ketapang. Adanya kondisi 
tersebut tentunya menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan 
hidup, kerugian pendapatan Pemerintah Kabupaten Ketapang (khususnya dari 
sektor ekspor timah), hilangnya sejumlah timah miliki perusahaan pemilik IUP 
resmi akibat ditambang tanpa ijin oleh pelaku (kerugian materi), dan potensi 
terjadinya kecelakaan pada penambangan timah mengingat alat-alat yang 
digunakan cenderung tradisional, serta belum memiliki keselamatan kerja yang 
layak. Terkait dengan hal ini maka Kapolres Ketapang mengatakan bahwa: 
Penambangan timah tanpa ijin adalah salah satu kasus kejahatan yang 
menjadi perhatian oleh Kapolri untuk ditangani dengan baik. Alasannya 
karena adanya tindak pidana tersebut sangat menimbulkan kerugian dan 
dampak negatif bagi pemerintah daerah, perusahaan resmi penambang serta 
masyarakat umum. Misalkan dari sisi Pemerintah Kabupaten Ketapang 
adalah hilangnya ptimahukan yang selama ini diperoleh dari ekspor timah, 
lalu bagi perusahaan pemilik IUP maka mengalami kerugian materi akibat 
timah yang menjadi galiannya diambil oleh orang lain. Sedangkan dari sisi 
masyarakat akan menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga berpotensi 
banjir maupun tanah longsor. Oleh karena itulah maka kita berupaya 
menangani terjadinya penambangan timah tanpa ijin, agar terwujud situasi 
kondusif bagi masyarakat . 
 
 
Dari gambar di atas maka praktek penambangan timah tanpa ijin terjadi di 
sejumlah lokasi yang jaraknya cukup jauh dari Kabupaten Ketapang, seperti 
Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Tumbang Titi, Kecamatan Sandai, 
Kecamatan Hulu Sungai, dan Kecamatan Pulau Karimata. Terkait dengan hal ini 
maka Kapolres Ketapang dalam wawancaranya mengatakan bahwa: 
Lokasi penambangan timah tanpa ijin  yang terdekat dengan Kabupaten 
Ketapang adalah Kecamatan Matan Hilir Selatan, yang hanya berjarak 40 
Km,  sedangkan lainnya cukup jauh. Seperti Kecamatan Tumbang Titi sekitar 
120 Km, Kecamatan Sandai mencapai 180 Km, Kecamatan Hulu Sungai 
hingga 250 Km, bahkan yang terjauh adalah Kecamatan Pantai Karimata 
dengan jarak 220 Km. Jauhnya lokasi penambangan timah tanpa ijin tersebut 
tentunya memudahkan pelaku untuk melakukan aksinya, sehingga mereka 
terkesan tidak terawasi oleh kita. Memang ini seringkali menjadi Kendala, 
sehingga kita selalu berkoordinasi dengan polsek-polsek setempat agar 
tanggap dan serius dalam menangani kejahatan tersebut (Wawancara 
dengan Kapolres Ketapang). 
 
Di Kecamatan Matan Hilir Selatan maka praktek penambangan timah 
tanpa ijin biasanya terjadi di Desa Sei Pelang, Desa Gadung, Desa Kemuning, 
dan Desa Si Besar. Selanjutnya di Kecamatan Tumbang Titi kejahatan tersebut 
terjadi di Desa Muatan Batu dan Desa Kalimas Baru, kemudian di Kecamatan 
Sandai terdapat di Desa Petai Patah, lalu di Kecamatan Hulu Sungai terjadi di 
Desa Senduruan (kawasan hutan lindung), sedangkan di Kecamatan Pulau 
Karimata maka penambangan timah tanpa ijin terjadi di Dusun Kecil Gunung 
Totek.  
Para pelaku penambangan timah tanpa ijin di Kabupaten Ketapang 
biasanya bervariasi, mulai dari perusahaan pemilik IUP resmi yang secara 
sengaja menambang timah di luar lokasi ijinnya, perusahaan atau para 
penambang rakyat yang tidak memiliki IUP, hingga masyarakat di sekitar lokasi 
tambang yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menambang timah dengan 
imbalan cukup besar. Hal tersebut didasarkan atas hasil wawancara penulis 
dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang, dimana 
dikatakan bahwa: 
Menurut kita praktek-praktek penambangan timah tanpa ijin di Kabupaten 
Ketapang itu sangat banyak, mengingat kandungan sumber daya mineral 
tersebut di Kabupaten Ketapang sangatlah banyak atau bisa dibilang hampir 
menyamai Bangka Belitung. Jika dikatakan modusnya hanya dilakukan 
masyarakat sekitar menurut saya masih belum cukup. Ada beberapa 
perusahaan di daerah ini yang turut terlibat melakukan penambangan timah 
tanpa ijin, walaupun memiliki IUP resmi. Modusnya sederhana dengan 
menambang di luar lokasi yang menjadi ijinnya dan menggunakan peralatan 
yang canggih seperti pompa semprot (gravel pump), kemudian hasilnya 
diproses untuk mengetahui kadar kualitas timah tersebut. Apabila tidak sesuai 
maka dilakukan kembali penambangan di lokasi-lokasi lain. Cara lainnya 
adalah melakukan pengeboran untuk menambang timah, walaupun 
perusahaan itu tidak memiliki IUP Operasi Produksi (Wawancara dengan Eko 
Harfiyanto, tanggal 4 Februari 2012). 
 
Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menjelaskan bahwa 
modus penambangan timah tanpa ijin oleh perusahaan biasanya dilakukan 
dengan berbagai cara, seperti menambang di lokasi yang tidak menjadi ijinnya, 
atau melakukan pengeboran tanpa memiliki IUP Operasi Produksi. Selain itu 
praktek penambangan timah juga dilakukan oleh masyarakat di atas lahannya 
sendiri (tanpa IUP), maupun warga yang tinggal di sekitar daerah tambang dan 
berusaha mencari penghasilan dengan menjadi penambang tanpa ijin. Salah 
seorang tersangka kasus penambangan timah tanpa ijin, mengatakan bahwa: 
Saya kebetulan memiliki kebun lada seluas 1 (satu) hektare pak, dimana 
sebelumnya saya gunakan untuk berkebun dan hasilnya di jual ke pasar. 
Biasanya waktu untuk sekali panen adalah setiap 3 (tiga) tahun. Namun 
kebetulan lahan punya saya memiliki kandungan timah cukup baik pak, 
sehingga perlahan-lahan saya merubah fungsi lahan tersebut menjadi lokasi 
tambang timah. Alasannya sederhana pak, apabila masih dijadikan kebun 
lada maka hanya menghasilkan 2.5 ton lada dalam waktu 3 (tiga) tahun. 
Namun apabila digunakan sebagai tambang timah, maka saya bisa 
mendapatkan sekitar 10 ton tanpa harus menunggu masa panen. Oleh 
karena itulah maka saya mulai mencari timah hingga akhirnya tertangkap oleh 
polisi (Wawancara dengan Supardi Mamun, tanggal 7 Februari 2012). 
 
Dalam menambang timah maka para pelaku biasanya menggunakan alat-
alat berupa generator, pipa penghisap atau kapu-kapu10, mesin penyedot air 
atau dompeng11, dan alat penyaring atau shakan12. Selanjutnya pelaku mencari 
lokasi tanah yang memiliki kandungan timah, untuk digali dan diambil tanahnya 
dengan menggunakan alat-alat yang sudah disediakan sebelumnya. Terkait hal 
ini maka salah seorang pelaku dalam wawancaranya mengatakan bahwa: 
                                                          
10
 Pipa penghisap panjang sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) meter yang selalu digunakan oleh 
pelaku sebagai alat menyedot tanah-tanah yang mengandung bijih timah. 
11
 Mesin air yang berfungsi untuk menyedot air-air sungai untuk melunakkan tanah yang 
mengandung bijih timah, agar mudah digali oleh para penambang. 
12
 Alat penyaring yang terdiri dari kawat-kawat berukuran kecil, dan berfungsi sebagai alat 
untuk menyaring tanah-tanah mengandung bijih timah agar tidak larut di dalam air. 
Jadi kita bisa bekerja dari pagi sampai sore pak, dimulai dengan mencari 
tanah yang diduga mengandung timah. Apabila sudah menemukan satu 
pilihan, maka tanah kita gali hingga berlubang dan disemprot dengan 
menggunakan air sungai melalui alat dompeng itu pak. Melalui pipa penyedot 
itulah kemudian tanah disalurkan ke alat penyaring atau shakan. Pada 
tahapan ini maka kita akan memisahkan tanah dan biji timah yang berwarna 
hitam perlahan-lahan. Karena ada perbedaan berat itulah maka nantinya bijih 
timah akan mengendap di alat saring, sedangkan tanah atau pasir akan 
hilang terbawa arus air (Wawancara dengan Hendra Setyawan, tanggal 7 
Februari 2012). 
 
B. Upaya Polres Ketapang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Mining 
Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 
Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Ketapang 
Penanggulangan kasus penambangan timah tanpa ijin dilakukan anggota 
Satuan Reskrim Polres Ketapang, dengan tujuan menindak tegas pelakunya serta 
mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dari terjadinya tindak pidana 
tersebut di wilayah hukumnya. Selama 4 (empat) tahun terakhir maka kasus yang 
yang ditangani sebagian belum P.21 atau masih dalam tahap penyelidikan, 
sehingga berpengaruh terhadap upaya Polres Ketapang dalam menangkap 
pelakunya. Pada tahun 2011 jumlah kasus penambangan timah tanpa ijin yang 
dapat diungkap Satuan Reskrim Polres Ketapang adalah sebanyak 4 (empat) 
buah, dengan tersangka berjumlah 4 (empat) orang. Selanjutnya pada tahun 2012 
mengalami penurunan menjadi 2 (dua) kasus, yang semuanya berhasil 
diselesaikan hingga ke proses persidangan. 
Namun pada tahun 2013 terjadi kenaikan pada kasus penambangan timah 
tanpa ijin, dimana jumlahnya menjadi 21 kasus yang mana semuanya tidak 
berhasil diproses hingga P.21 (15 kasus lanjut ke pengadilan dan 6 (enam) kasus 
lainnya masih dalam proses penyelidikan). Begitu pun juga yang terjadi pada 
tahun 2013 dimana dari 10 (sepuluh) kasus yang dilaporkan atau ditemukan, 
maka semuanya masih dalam proses penyelidikan dan hanya 1 (satu) tersangka 
saja yang berhasil ditangkap oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Ketapang. 
Adanya kondisi tersebut mencerminkan bahwa pengungkapan kasus selama 
tahun 2013 masih belum optimal, dimana yang diamankan hanyalah barang 
buktinya saja sedangkan tersangka masih dalam pengejaran. 
Dalam mengungkap kasus penambangan timah tanpa ijin maka Satuan 
Reskrim Polres Ketapang melakukan fungsi manajemen berdasarkan Teori 
Manajemen Operasional Rutin dari Kunarto sebagai berikut: 
a. Perencanaan 
Perencanaan didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan 
penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang 
akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal 
ini perencanaan sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan yang ingin 
dicapai dan memberikan arah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam 
upaya pencapaian tujuan tersebut. Terkait dengan penulisan tesis ini maka 
fungsi perencanaan dilakukan pimpinan pada Polres Ketapang (Kapolres 
Ketapang dan Kasat Reskrim), yang dapat berfungsi memberikan arah dan 
tujuan dari pelaksanaan tugas operasional Polri, khususnya dalam 
pengungkapan kasus penambangan timah tanpa ijin  melalui kegiatan 
penyelidikan dan penyidikan. 
Materi dalam suatu perencanaan memuat tujuan pengungkapan kasus 
yang akan dicapai, sasaran yang dihadapi (pelaku penambangan timah tanpa 
ijin), konsep kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan (meliputi rumusan 
cara bertindak dalam menghadapi sasaran), dan konsep pengendalian yang 
akan dilakukan oleh pimpinan saat berlangsungnya upaya pengungkapan kasus 
tersebut. Adapun prinsip-prinsip dalam perencanaan adalah sederhana (mudah 
dimengerti dan dipahami), aplikatif (dapat dilaksanakan dan tidak berisi hal-hal 
yang berada di luar jangkauan pelaksana), dan luwes (mudah menyesuaikan 
dengan perubahan situasi). 
Dengan adanya perencanaan maka akan memudahkan pimpinan untuk 
menentukan hal-hal sebagai berikut: 
1. Menentukan strategi yang dapat digunakan bagi Satuan Reskrim Polres 
Ketapang, guna mengungkap kasus penambangan timah tanpa ijin melalui 
kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Dalam penyelidikan maka pimpinan 
merencanakan kegiatan metode terbuka dan tertutup, guna memudahkan 
penyidik Satuan Reskrim Polres Ketapang mendapatkan informasi mengenai 
sasaran penyelidikan, mencakup aktivitas pelaku saat menambang dan 
menyimpan timah, alat-alat yang digunakan, lokasi melakukan penambangan, 
modus operandi, distribusi penjualan timah, dan lain sebagainya. Sedangkan 
dalam penyidikan maka kegiatan perencanaan dilakukan dengan melakukan 
penyidikan, agar kasus dapat diungkap sehingga pelaku diproses sesuai 
ketentuan hukum. 
2. Mengetahui hambatan yang biasanya dialami oleh penyidik Satuan Reskrim 
Polres Ketapang, saat mengungkap kasus penambangan timah tanpa ijin di 
wilayah hukumnya. Atas dasar itulah maka dengan adanya perencanaan, 
memudahkan pimpinan untuk mengambil sejumlah upaya pemecahan 
masalah, sehingga tindak pidana tersebut dapat terungkap secara optimal 
guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. 
3. Mengetahui sarana yang selama ini tersedia dan dipergunakan untuk 
mendukung kegiatan Satuan Reskrim Polres Ketapang (melalui penyelidikan 
dan penyidikan), dalam mengungkap kasus penambangan timah tanpa ijin di 
wilayah hukumnya. Dengan adanya kegiatan perencanaan tersebut, maka 
sarana yang selama ini jumlahnya terbatas dan kondisinya sudah tidak layak 
pakai akan diketahui, sehingga pimpinan dapat membuat suatu perencanaan 
untuk menentukan sarana lainnya yang ada. 
4. Sebagai pedoman bagi penyidik Satuan Reskrim Polres Ketapang untuk 
melakukan pengungkapan kasus penambangan timah tanpa ijin, sesuai 
dengan perencanaan yang sudah ditentukan pimpinan sebelumnya.  
b. Briefing 
Adanya pemberian arahan yang dilakukan pimpinan terkait dengan 
pelaksanaan tugas, agar kinerja dapat dilakukan secara terencana dan terfokus 
sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam kegiatan briefing tersebut 
disampaikan arahan-arahan khusus yang harus dicermati dan diwaspadai oleh 
satuan yang digerakkan. Dengan adanya kegiatan ini maka akan memudahkan 
bawahan untuk mengetahui tugas-tugasnya agar berjalan optimal dan sesuai 
tujuan yang ada. Terkait dengan penulisan tesis ini maka arahan atau petunjuk 
berupa APP diberikan Kapolres atau Kasat Reskrim Polres Ketapang, sebelum 
dilakukannya penyelidikan dan penyidikan. Tujuannya adalah memberikan 
pemahaman dan meningkatkan motivasi pada penyidik, untuk dapat 
menjalankan tugasnya sesuai prosedur maupun ketentuan hukum yang berlaku. 
Biasanya dalam APP pimpinan menginstruksikan agar tugas penyelidikan dan 
penyidikan dilakukan secara profesional, tidak melanggar HAM, tidak merugikan 
masyarakat, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.  
c. Penugasan dan Consignes 
Penugasan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, 
tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta 
suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka 
pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dengan penugasan yang baik, maka 
memperjelas tugas masing-masing anggota dan kewenangan serta tanggung 
jawabnya. Dalam penugasan, ditentukan pihak-pihak mana saja yang memiliki 
kewenangan dalam melakukan tugas tersebut, sesuai dengan kemampuan dan 
keterampilan yang dimilikinya. 
Terkait dengan penulisan tesis ini maka Kasat Reskrim Polres Ketapang 
menugaskan sejumlah penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, 
terhadap kasus penambangan timah tanpa ijin yang terjadi di wilayah hukumnya. 
Penugasan tersebut dilakukan pimpinan dengan mengeluarkan surat perintah 
(Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah 
Penyidikan), yang disampaikan kepada penyidik untuk segera dilaksanakan 
semaksimal mungkin agar kasus penambangan timah tanpa ijin dapat diungkap 
sesuai prosedur yang berlaku. Biasanya jumlah penyidik yang ditugaskan 
melakukan fungsi penegakan hukum tersebut, tergantung dari kebutuhan 
personil yang ada di Satuan Reskrim Polres Ketapang. Namun untuk 
penyelidikan bisa mencapai 3 (tiga) hingga 4 (empat) personil, dan penyidikan 
dapat dilakukan sebanyak 4 (empat personil). Setiap penyidik yang ditugaskan 
memiliki tanggung jawab masing-masing, dan saling bekerja sama dalam satu 
tim agar kasus penambangan timah tanpa ijin dapat diungkap secara optimal dan 
sesuai harapan maupun kepuasan dari masyarakat. 
Selain itu Kasat Reskrim Polres Ketapang juga memberikan sejumlah 
konsignes kepada personilnya, terkait hal-hal yang diperbolehkan maupun 
dihindari saat mengungkap kasus penambangan timah tanpa ijin di wilayah 
hukumnya. Misalkan penyidik dilarang melakukan berbagai tindakan yang dapat 
mencerminkan lemahnya fungsi penegakan hukum, seperti bertindak arogan 
saat menangkap tersangka, sengaja membiarkan tersangka untuk tidak 
dilakukan penangkapan, merekayasa kasus, atau sengaja melindungi terjadinya 
praktek penambangan timah tanpa ijin di wilayah hukumnya. Dengan adanya 
pemberian konsignes tersebut maka akan mencegah terjadinya bentuk-bentuk 
penyimpangan atau pelanggaran prosedur yang dilakukan penyidik Satuan 
Reskrim Polres Ketapang, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan 
dengan optimal sesuai harapan maupun kepuasan masyarakat. 
d. Pelaksanaan 
Pelaksanaan tugas didasarkan atas perencanaan yang telah dibuat 
sebelumnya oleh pimpinan, yang didukung dengan pemberian arahan atau 
briefing, serta penugasan. Semua tugas yang dilakukan harus didasarkan atas 
ketiga fungsi manajemen tersebut. Terkait dengan penulisan tesis ini, maka 
dalam mengungkap kasus penambangan timah tanpa ijin, Satuan Reskrim 
Polres Ketapang melakukan kegiatan sebagai berikut: 
1. Penyelidikan 
Terkait dengan hal ini maka tujuan penyelidik Satuan Reskrim Polres 
Ketapang, dalam melakukan penyelidikan pada kasus penambangan timah 
tanpa ijin adalah sebagai berikut: 
a) Mencari dan menemukan siapa dan dimana saksi-saksi yang mengetahui 
terjadinya penambangan timah tanpa ijin, sehingga dapat mendukung 
upaya penyidik dalam melakukan pembuktian. 
b) Mengetahui keberadaan timah-timah yang ditambang oleh para pelaku 
secara illegal, untuk memudahkan penyidik memperolehnya sehingga bisa 
dijadikan sebagai barang bukti. 
c) Mengetahui identitas pelaku penambangan timah tanpa ijin, baik para 
pekerja maupun pihak-pihak yang sengaja menyuruh, membantu serta 
memberikan modal bagi terlaksananya tindak pidana tersebut. 
d) Mengetahui keberadaan pelaku saat menambang timah tanpa ijin, jumlah 
pelaku, serta cara-cara yang dilakukan untuk menangkap pelaku baik 
melalui upaya penangkapan ataupun penggeledahan. 
e) Mengetahui dimana saja penambangan timah tanpa ijin dilakukan oleh 
pelaku, dan bukti yang terkait di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut. 
Adapun penyelidikan kasus penambangan timah tanpa ijin dilakukan 
penyelidik Satuan Reskrim Polres Ketapang dengan 2 (dua) cara, pertama 
adalah metode terbuka. Di sini penyelidik mencari bahan keterangan atau 
bukti lainnya terkait informasi mengenai tindak pidana tersebut, salah satunya 
melalui wawancara terhadap masyarakat yang mengetahui terjadinya kasus 
penambangan timah tanpa ijin di wilayah hukumnya.  
Namun kegiatan tersebut tidak berjalan optimal mengingat sebagian 
besar warga khususnya yang tinggal di lokasi penambangan, tidak mau 
memberikan informasi terkait terjadinya kasus penambangan timah yang 
sedang diselidiki oleh polisi. Warga berusaha menutup-tutupinya agar kasus 
tersebut tidak berhasil diungkap, sehingga tidak berpengaruh pada mata 
pencahariannya yang selama ini berasal dari aktivitas penambangan timah 
tanpa ijin. Selain itu beberapa warga juga tidak mau memberikan sejumlah 
informasi pada polisi, karena merasa takut apabila nanti dijadikan tersangka 
(padahal awalnya statusnya hanyalah saksi yang melaporkan terjadinya 
tindak pidana tersebut). 
BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya di atas, maka kesimpulan 
dalam penulisan tesis ini adalah: 
a. Penambangan timah tanpa ijin di Kabupaten Ketapang umumnya terjadi di 
Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Tumbang Titi, Kecamatan Sandai, 
Kecamatan Hulu Sungai, dan Kecamatan Pulau Karimata. Tindak pidana tersebut 
biasanya dilakukan oleh warga sekitar lokasi tambang, yang membutuhkan uang 
untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selanjutnya timah-timah tersebut 
dijual kepada penampung seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Rp. 
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk per kilogramnya. Dalam sehari penambang 
minimal bisa memperoleh sebanyak 20 Kg bijih timah untuk dua lubang tanah yang 
digali, sehingga keuntungan yang diperoleh berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus 
ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 
b. Upaya-Upaya penanggulangan tindak pidana Illegal mining  kasus penambangan 
timah tanpa ijin melalui penyelidikan belum optimal dilakukan Satuan Reskrim Polres 
Ketapang, dimana penyidik hanya mampu mengamati terjadinya tindak pidana 
tersebut di luar lokasi tambang, bukan di saat para penambang sedang melakukan 
aktivitas menambang untuk mendapatkan bijih timah. Kondisi ini mengakibatkan 
penyidik hanya menunggu dan mencari para pelaku yang keluar dari lokasi tambang 
membawa timah-timah hasil penambangan tanpa ijin. Adanya teknik penyelidikan 
tersebut, menyebabkan penyidik tidak bisa memperoleh bukti-bukti mengenai jumlah 
pelaku saat menambang timah, modus operandinya, alat-alat yang digunakan, 
keberadaan penampung timah, dan lain sebagainya. Sedangkan proses penyidikan 
sudah dilakukan penyidik Satuan Reskrim Polres Ketapang, sesuai ketentuan yang 
terdapat pada KUHAP. 
c. Strategi penanggulangan tindak pidana illegal mining kususnya Penambangan timah 
tanpa Izin oleh Polres Kepatang di wilayah hukumnya dengan menggunakan pola 
strategi pembinaan kamtibmas yang terdiri dari kegiatan pre-emtif, dan preventif 
serta strategi penegakan hukum dengan melaksanakan kegiatan represif dengan 
melibatkan seluruh perkuatan Polres dan instansi terkait, serta mengajukan 
permohonan bantuan anggaran operasi ke Pemda. 
B. Saran 
Saran dalam penulisan tesis ini adalah: 
a. Pimpinan Polres Ketapang hendaknya mengikutsertakan penyidik pada Unit IV 
Tipiter Satuan Reskrim Polres Ketapang, dalam pendidikan kejuruan dan pelatihan 
mengenai tindak pidana illegal minning. Adanya kegiatan tersebut tentunya dapat 
mengembangkan kemampuan penyidik secara berkualitas, khususnya saat 
mengungkap kasus penambangan timah tanpa ijin yang terjadi di wilayah hukumnya. 
Selain itu berkualitasnya kemampuan penyidik juga dapat mempercepat proses 
pengungkapan kasus, sehingga dapat mencerminkan fungsi penegakan hukum yang 
sesuai harapan maupun kepuasan dari masyarakat. 
b. Pimpinan Polres Ketapang hendaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten 
Ketapang, dalam hal pengadaan lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat 
yang selama ini menjadi penambang timah tanpa ijin. Dengan adanya upaya tersebut 
maka masyarakat akan memiliki profesi baru sehingga tidak lagi melakukan aktivitas 
penambangan, yang dapat merugikan keuangan daerah, kerusakan lingkungan serta 
menimbulkan potensi terjadinya kecelakaan tambang timah. 
c. Pimpinan Polres Ketapang hendaknya hendaknya berkoordinasi dengan Pemerintah 
Kabupaten Ketapang dan Dinas Pertambangan setempat, untuk  melakukan 
kegiatan penyuluhan secara rutin di sejumlah lokasi yang rawan penambangan timah 
tanpa ijin. Adanya penyuluhan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran 
bagi masyarakat, agar tidak menambang timah secara illegal dan mematuhi 
sejumlah peraturan untuk melakukan aktivitas penambangan sesuai prosedur yang 
berlaku. 
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